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ABSTRAK 

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF 

UU NO. 41 TAHUN 2004 

 (Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan 

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah) 

 

Oleh: 

SEPTIANA ERVANDELA 

 

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selam-lamnya guna kepentingan ibadat atau keperluan 

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Harta benda wakaf dilarang untuk 

dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan 

dalam bentuk pengaliahan lainnya. Kecuali benda wakaf tersebut dilakukan 

penukaran yang setara dengan nilai wakaf yang sebelumnya. Namun dikecualikan 

apabila harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum dan berdasarkan 

peraturan undang-undang serta mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. 

Akan tetapi yang terjadi di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah perubahan peruntukan harta 

wakaf yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), sifat  

penelitian ini merupakan deskriptif. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan peruntukan 

tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 di Kelurahan 

Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah tidak sesuai berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun 

melihat keadaan yang terjadi mengharuskan masjid untuk dipindahkan terlebih 

dahulu karena tanah tersebut sudah rawan longsor yang disebabkan oleh erosi air 

sungai. 

 

 

  



 

 vi 

 

  



 

 vii 

MOTTO 

 

                            

         

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu meginfakkan sebagian 

harta yang kamu cintai. dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu 

sesungguhnya, Allah Maha mengetahui”. (QS. Ali-‘Imron [3]: 92)
1
 

 

  

                                                             
1

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung; PT. Sinar Baru 

Algesindo, 2007), h. 62 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Agama Islam sangat menganjurkan agar umatnya melakukan kebaikan 

(beramal saleh) kepada sesama mahluk-Nya. Allah SWT telah menjanjikan  

ganjaran hidup yang baik di dunia dan balasan yang lebih baik diakhirat bagi 

hambanya yang senantiasa melakukan perintah-Nya, salah satunya dengan 

cara mewakafkan sebagai harta untuk kepentingan masyarakat. Wakaf 

merupakan instrument maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah 

yang bersifat sacral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf 

tersebut tergolong pada fiqih (upaya yang bersifat kemanusiaan) karena itu, 

bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan 

realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk 

Indonesia).
2 

 

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam 

memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. 

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam 

sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perwakafan 

yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.
3
 Dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pasal 215 angka 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 

                                                             
2

Ali Amin, “Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di 

Indonesia” : Jurnal Ekonomi Islam, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), No 1/Juli 2008, h. 52  
3
 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),  

h. 65-66 



 

 

2 

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 

dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 

kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
4 
 

Dalam Pasal 225 ayat 1 dijelaskan pada dasarnya terhadap benda yang 

telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari 

pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa 

penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 

terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis 

dari kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama 

Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi 

dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, karena kepentingan 

umum.
5
 

Di dalam UU Wakaf pada Pasal 40 menentukan bahwa harta benda 

wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: 

1. dijadikan jaminan; 

2. disita; 

3. dihibahkan; 

4. dijual; 

5. diwariskan; 

6. ditukar;atau  

7. dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.
6
 

 

Pada dasarnya  dalam kejadian di lapangan masih saja ditemukan 

masalah perwakafan yang kurang terkoordinasi, upaya para pihak terkait 

dalam menyelesaikan masalah perwakafan yang menyangkut perubahan 

                                                             
4
 Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam 

5
 Buku III Hukum Perwakafan, Pasal 225 Ayat 1-2, Kompilasi Hukum Islam. 

6
 Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40, h. 44. 
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peruntukan wakaf perlu diperhatikan, sehingga dapat mempunyai 

penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun 

perudang-undangan yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di Kelurahan 

Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah dengan mewawancarai seorang nadzir yang mengelola tanah wakaf di 

lokasi penelitian, bahwa di lokasi penelitian telah terdapat pemindahan tanah 

wakaf. Pada mulanya masyarakat Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, belum mempunyai tempat 

ibadah, masyarakat disana melaksanakan ibadah menggunakan mushola bapak 

kaum desa setempat. Masyarakat bermusyawarah untuk mendirikan masjid 

sendiri dengan cara iuran, dan uang hasil iuran tersebut masyarakat membeli 

tanah bapak Ahmad Subari dengan luas tanah 250 m².
7
 

Setelah masyarakat membeli tanah wakaf lalu masyarakat beramai-

ramai bergotong royong untuk mendirikan sebuah masjid yang letaknya di 

pinggir sungai. Di tanah wakaf tersebut terdapat dua bangunan yaitu bangunan 

masjid dan bangunan rumah untuk penjaga masjid.
8
 

Masjid yang terletak dipinggir sungai dan bangunan masjid dirasa 

kurang besar sehingga kurang memadai untuk menampung jamaah. Karena 

letak masjid yang tidak strategis masyarakat khawatir jika sewaktu-waktu 

bangunan masjid tersebut runtuh karena tanahnya terkena erosi dari air 

                                                             
7
 Wawancara dengan Bapak Suprapto (Nadzir di Simbarwaringin 11D Lingkungan 6), 

Simbawaringi 5 Mei 2018 
8
 Ibid. 
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sungai.
9
 Oleh sebab itu masyarakat setempat dan nadzir berinisiatif untuk 

memindahkan masjid ke tanah yang telah diwakafkan oleh Ibu Sarjinah dan 

Ibu Sarjiyem yang luasnya masing-masing  8x15 m² dan 7x15 m². Masjid 

yang lama tidak dibongkar tapi digunakan sebagai Taman Pendidikan Al-

Qur’an (TPA).
10

 

Berdasarkan latar belakang masalah fokus penelitian ini adalah 

“Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004  

di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah”.  

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan penelitian 

tentang bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU 

No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tentang perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 

tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan 

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. 

                                                             
9
 Wawancara dengan Bapak Suprapto (Nadzir di Simbarwaringin 11D Lingkungan 6), 

Simbawaringi 18 Juli 2018 
10

 Ibid. 
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2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tentang bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf 

dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 

11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 

dalam prespektif UU  Nomor 41 tahun 2004. 

a. Manfaat Teoretis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan 

bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya tentang perubahan 

peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di 

Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat menambah pemahaman bagi 

masyarakat bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf dalam 

perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D 

Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan 

penelitian tersebut sedang atau telah di teliti oleh orang lain, sehingga dalam 

penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti 

sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, maka 

terdapat beberapa penelitian tentang perwakafan diantaranya: 



 

 

6 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kartika Mawardi mahasiswi 

Universitas Sumatera Utara Tahun 2007 yang berjudul Perubahan Peruntukan 

Tanah Wakaf  Hak  Milik Menurut Hukum Islam Dan UU No.5/1960 Tentang 

UUPA. Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka 

simpulan yang dapat dikemukakan adalah Pada dasarnya tanah hak milik yang 

telah diwakafkan tidak bisa dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan 

lain seperti dengan cara dijual, dipindahkan atau dirubah peruntukan dan cara-

cara lainnya daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, karena wakaf 

merupakan suatu tindakan seseorang melepaskan haknya atas harta kekayaan 

yang dimilikinya untuk kepentingan di jalan Allah dan untuk kemaslahatan 

umum.
11

 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Vela mahasiswi STAIN Jurai 

Siwo Metro Tahun 2014 yang berjudul Analisis Komparatif terhadap 

Perubahan Status Harta Wakaf  (Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Hanafi) 

fokus penelitian dari skripsi ini adalah kurangnya pemanfaatan benda wakaf 

sehingga benda wakaf tidak memiliki nila dayaguna secara produktif sehingga 

fungsi wakaf tidak tercapai secara maksimal. Karena masih ada keyakinan 

masyarakat yang terjebak pada ketentuan fiqih yang kaku dalam pemanfaatan 

benda wakaf.
12

  

 

                                                             
11

 Sri Kartika Mawardi, Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum 

Islam dan UU No.5/1960 Tentang UUP, dalam http://respository.usu.ac.id/bidstream/handle/123 

456789/5485/057011084.pdf diunduh pada 13 Mei 2018 
12

 Anggita Vela, Analisi Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf  (Dalam 

Prespektif Mazhab Syafi’i dan Hanafi), (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2014) 

http://respository.usu.ac.id/bidstream/handle/123456789/5485/057011084.pdf
http://respository.usu.ac.id/bidstream/handle/123456789/5485/057011084.pdf


 

 

7 

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Beni Saputra 

mahasiswa IAIN Metro Tahun 2017 yang berjudul Pemanfaatan Tanah Wakaf 

di Desa Braja Caka Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU 

No 41 Tahun 2004 fokus penelitian dalam skripsi ini adalah wakif dan nazir 

serta tokoh-tokoh agama kurang memahami bahwa peruntukan wakaf hanya 

terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di 

Indonesia seperti untuk masjid, mushola, sekolah, makam, pondok pesantren, 

TPA dan sebagainya. Dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Braja Caka 

Way Jepara Lampung Timur masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola 

secara baik, sesuai dengan tujuan dari tanah wakaf tersebut yang terdapat 

dalam pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang tanah wakaf.
13

 

Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan 

penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tapi masih 

berkaitan dengan wakaf. Dimana peneliti lebih menekankan Perubahan 

Peruntukan Tanah Wakaf di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. 

 

  

                                                             
13

Beni Saputra, Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Braja Caka Kec. Way Jepara 

Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU No 41 Tahun 2004, (Metro: IAIN Metro, 2017) 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari 

kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau 

memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi  “habbasa” dan 

berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari 

kata kerja waqafa (fiil madi) yaqifu (fiil mudari’) waqafan (isim masdar) 

yang berarti berhenti atau berdiri.
1
 

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah 

wakaf itu sendiri, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang 

hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf  menurut 

istilah sebagai berikut: 

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang 

menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan 

manfaatnya untuk kebijakan, berdasarkan definisi itu maka pemilikan 

harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan  menariknya 

kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut 

menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf 

hanyalah “menyumbangkan manfaatnya”.
2
 

                                                             
1
 Adijani Al-Alabi, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25 
2
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf  Dirjen Bimas Islam, Fiqih Wakaf, h. 2. 
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Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak 

disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu 

satu tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula. 

Demikian pula halnya manakala diisyaratkan bahwa orang yang 

menyerahkan barang tersebut (pemilik) atau orang yang diserahi boleh 

menjualnya, maka sah dan berlakulah syarat tersebut.
3
 

Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat 

bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari pemilik 

wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif  tidak boleh 

melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan 

pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran 

atau tidak.
4
 

Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan 

segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta 

(menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk 

kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf. Pemaknaan 

tersebut menunjukan pada ungkapan Nabi SAW kepada Umar ibn Khattab 

ra., “tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan”.
5
 

 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 

Menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk 

memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

                                                             
3
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera , 2011), h. 493 

4
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf  Dirjen Bimas Islam, Fiqih Wakaf., h. 3 

5
 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur, (Metro: STAIN Jurai Siwo 

Metro, 2014), h. 5. 
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kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum 

menurut syari’ah.
6
 

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa wakaf 

adalah memindahkan atau menyerahkan hak milik pribadi untuk 

kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu 

tertentu atau selamanya. 

 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Allah telah mensyari’atkan manusia untuk berbuat kebaikan, salah 

satunya yaitu mewakafkan sebagian harta yang dimiliki. Adapun dalil 

yang menjadi dasar disyari’atkan ajaran ibadah wakaf adalah sebagai 

berikut : 

                     

       

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu 

menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun 

yang kamu inafkakan, tentang hal itu sesungguh, Allah Maha 

Mengetahui. (QS. Ali-‘Imron (3): 92)
7
 

 

Tidak sekali-kali kamu akan memperoleh kebajikan dan menjadi 

orang yang diridhai oleh Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat, 

serta masuk surga dan terlepas dari azab, sebelum kamu membelanjakan 

sebagian dari harta yang kamu cintai.
8
 

                                                             
6
 Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 

(1), h. 29. 
7

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung; PT. Sinar Baru 

Algesindo, 2007), h. 62 
8

 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, 

(Semarang: PT Perpustakaan Rizki Putra, 2000), h. 637. 
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Dinukilkan oleh Abu Thalib dalam al-Qur’an dari Umar ibn 

Khathab bahwa beliau menghadiahkan kepala kambing kepada seorang 

lelaki sahabat Rasul. Ketika disodori hadiah yang akan diberikan 

kepadanya, orang itu berkata: “Saudaraku si Anu lebih memerlukan dari 

pada kau.” Maka, Umar pun menyuruh kepala kambing itu dibawa kepada 

orang yang ditunjuk. Tetapi orang yang ditunjuk itu pun menunjuk orang 

lain, yang juga disebutnya lebih memerlukan hadiah titu daripada dia. 

Peristiwa serupa terulang terus sampai tujuh rumah, dan terakhir ternyata 

orang yang ditunjuk pantas menerima pemberian itu adalah orang yang 

pertama.
9
 

Contoh sikap beberapa sahabat Nabi tersebut sangat layak menjadi 

teladan bagi orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Sedapat 

mungkin orang memilih menjadi orang yang memberi sedekah, bukan 

menjadi orang yang suka menerima sedekah. Walaupun sesungguhnya dia 

berkecukupan dan mampu bersedekah, tetapi berat rasanya mengeluarkan 

sebagian hartanya.
10

 

Apa saja yang kamu belanjakan dari hartamu dijalan Allah, baik 

ataupun buruk, Allah akan memberikan pembalasan sesuai dengan apa 

yang kamu niatkan. 

Banyak orang yang menafkahkan apa yang dia cintai, tetapi 

disertai sikap riya (pamer). Banyak juga orang yang miskin, yang jiwanya 

                                                             
9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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penuh dengan kemauan untuk berbakti, tetapi tidak mempunyai harta yang 

dinafkahkan.
11

 

Ayat ini mengandung anjuran (targhib) dan ancaman (tarhib), serta 

memberikan motivasi (dorongan) kepada kita untuk menyembunyikan 

cara bersedekah, sehingga tidak menggerakkan kita untuk bersedekah 

sekedar mencari popularitas (pamer, riya).
12

  

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 

261 sebagai berikut: 

                       

                              

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap 

butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 

Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al- Baqarah 

(2): 261)
13

 

 

Orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridhaan 

Allah dan kebaikan pahalanya dengan meninggikan kalimat-Nya, 

membahagiakan tanah air dan penduduknya, adalah sama dengan satu 

bibit tanaman yang paling baik (berkualitas) yang ditanam ditanah yang 

paling subur, lalu menghasilkan 700 kali lipat. 

 

                                                             
11

 Ibid. 
12

 Ibid., h. 637. 
13

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah., h. 44. 
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Tanaman padi, misalnya, yang kemungkinan dari satu bibit (satu 

bulir) setelah ditanam menghasilkan 700 bulir gabah atau lebih banyak 

lagi telah pernah disaksikan oleh ahli tanaman. Maka contoh yang 

diberikan dalam ayat al-Qur’an bukanlah mustahil adanya.
14

 

Allah melipatgandakan yang demikian itu dengan tidak ada batasan 

maksimalnya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Mengeluarkan harta di 

jalan Allah baik yang bersifat wajib atau sunnat untuk soal-soal kebajikan, 

memerangi kebodohan, kemiskinan, dan penyakit, menyebarkan agama, 

dan memajukan ilmu pengetahuan merupakan hal yang dituntut oleh 

agama dan harus terus digerakkan. Inilah sebabnya, al-Qur’an 

memperbincangkan masalah infak di beberapa tempat dalam berbagai 

tema, diantaranya disertai perumpamaan, ancaman (tarhib) ataupun 

rangsangan pahala (targhib).
15

 

Keutamaan Allah tidak terhingga (tak bisa diukur) dan pemberian-

Nya tidak terbatas, sebab Allah Maha Luas, Maha Kaya, dan Maha 

Pemurah. Selain itu Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima 

pemberian berlipat ganda, semisal orang yang menafkahkan hartanya 

untuk meninggikan (menegakkan) kebenaran, mendidik rakyat untuk 

berakhlak yang mulia, teguh memegang agama, yang membawa mereka 

menuju kebahagian dunia akhirat.
16

 

 

                                                             
14

 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul., h. 468 
15

 Ibid. 
16

 Ibid.  
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Keutamaan yang besar dalam soal ini diberikan kepada orang-

orang yang mendahului berbuat kebajikan yang meletakkan sendi bagi 

amal saleh. Merekalah orang yang memperoleh pahala dari usaha (amalan) 

yang dilakukannya dan pahala dari orang yang meneladaninya.
17

 

Terdapat Hadis Nabi yang secara tegas menyinggung 

dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu seperti perintah Nabi kepada Umar 

untuk mewakafkan tanahnya yang ada dikhaibar: 

طَّابِ أَصَابَ أرَْضًا بِِيَْبَ رَ فأَتََى النَّبَِّ  حَدِيْثُ ابِْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَْْ
ياَرَسُولُ الِله إِنِّى أَصَبْتُ أرَْضًا : هُ فِي ْهَا فَ قَالَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ 

إِنْ شِئْتَ : بِِيَْبَ رَ لََْ أُصِبْ مَالً قَطُّ أنَْ فَسَ عِنْدِى مِنْهُ فَمَاتاَمُرُ بِهِ قاَلَ 
قْتَ بِِاَ قاَلَ  قَ بِِاَ عُمَرَ أنََّهُ لََيُ بَاعُ وَلََيُ وْ : حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ هَبُ فَ تَصَدَّ

قَ بِِاَ فِِ الْفُقَراَءِ وَفِِ الْقُرْبََ وَفِِ لرىقاَبِ وَفِِ سَبِيْلِ الِله  وَلََ يوُرَثُ وَتَصَدَّ
وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لََ جُناَحَ عَلَى مَنْ وَليَِ هَا أنَْ يأَْكُلَ مِن ْهَا باِلْمَعْرُوْفِ 

ثْتُ بِهِ ابْنِ سِيْْيِْنَ فَ قَالَ (: ىالرَّاوِ )وَيطُْعِمَ غَي ْرَ مُتَمَوِلٍ قاَلَ  غَي ْرَ : فَحَدَّ
باب الشروط  ٩١: كتاب الشروط  ٤٥: مُتَأثَىلٍ مَالًَ أخرجه البخاري في

  ٩في الوقف
Artinya: Ibnu Umar berkata: Umar bin Al-Khatthab mendapat bagian 

kebun di khaibar, maka ia datang kepada Nabi dan bertanya: Ya 

Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di khaibar yang 

sangat berharga bagiku, maka kini apakah saranmu kepadaku? 

jawab Nabi: Jika engkau mau, wakafkan tanahnya sedang 

hasilnya untuk sedekah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh 

dijual, diwarisi, atau diberikan. Lalu hasilnya disedekahkan 

kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak 

mukatab, orang rantau, atau tamu. Tidak berdosa bagi yang 

                                                             
17

 Ibid 
18

 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al Lu’lu Wal Marjan Fima Ittafaqa’alayhi Asy-

Syaikhani Al-Bukhari wa Muslimun,  (Kairo: Darul Hadis, 2007). h. 332. 



 

 

15 

merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau 

memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan. 

(Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-54, Kitab Syart-Syrat 

bab ke-19, bab syarat-syarat di dalam wakaf) Perawi berkata: 

“Ketika aku terangkan hadis ini pada Ibnu Sirin, dia berkata: 

‘Bukan mutamawwil, tetapi muta-atstsil malan (menghimpun 

harta kekayaan). (HR. Bukhari)
19

 

    

Harta wakaf itu tidak boleh dijual, diwariskan dan 

dihibahkan. Berarti harta wakaf tidak merupakan milik perorangan 

yang bisa dipindahkan kepemilikannya, tetapi sudah merupakan 

hak milik masyarakat (umum). Karna bukan hak pribadi, maka 

tidak ada yang dapat melakukan pemindahan kepemilikan terhadap 

harta wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, mewariskan, atau 

memberikan kepada orang lain. 

Tidak ada kewenangan pengelola untuk melakukan 

pemindahan kepemilikan, karena penerima wakaf hanya sebagai 

pengelola, bukan pemilik salah satu syarat barang yang 

diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan adalah milik sendiri. 

Dengan arti, harta wakaf tersebut tidak dapat dialihkan 

kepemilikannya oleh pengelola. Meskipun pendapat Abu Hanifah 

boleh menjual harta wakaf, namum Abu Yusuf menyatakan bahwa 

Abu Hanifah berpendapat seperti itu karna ia tidak menemukan 

hadis ini. Seandainya hadis ini sampai kepada Abu Hanifah, pasti 

pendapatnya tidak seperti itu. 

Dalam hadis dinyatakan bahwa hasil dari harta wakaf dapat 

disedekahkan pada kerabat. Ada perbedaan pemahaman tentang 

kerabat dalam hadis ini, yaitu orang yang telah disebutkan sebagai 

penerima seperlima bagian rampasan atau kerabat yang 

mewakafkan. Hasil harta wakaf tersebut juga dapat digunakan 

untuk menjamu tamu dan menolong Ibn Sabil. 

Dapat dipahami bahwa hasil harta wakaf harus 

dimanfaatkan untuk keperluan sosial, bukan untuk kepentingan 

pengelola sendiri. Pengelola hanya boleh mengambil hasil tanah 

wakaf untuk sekedar makan secara ma’ruf. 

Kebolehan itu, menurut Al-Qurthubi, kalau orang yang 

mewakafkan tidak menjadikan syarat ketidak bolehan memakan 

hasil dari harta yang diwakafkannya. Ma’ruf dalam hadis ini adalah 

sesuai ukuran biasa. Ada yang menyatakan seukuran yang dapat 

menghilangkan rasa lapar. Ada juga yang menyatakan sesuai 

dengan pekerjaannya. Pendapat yang paling dekat dengan 

pemahaman adalah sesuai ukuran biasa. Artinya, hasil dari harta 

wakaf tersebut boleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

                                                             
19

 Muhammad Fuad Abdul Baqi,  Shaih Bukhari Muslim, diterjemahkan oleh Abu Firly 

Bassam Taqiy dari judul asli  Al Lu’lu Wal Marjan Fima Ittafaqa’alayhi Asy-Syaikhani Al-Bukhari 

wa Muslimun (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 450. 
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makan dengan ukuran biasa, tidak mewah dan tidak pula terlalu 

irit. 

Disamping itu, hasil tanah wakaf tidak boleh digunakan 

untuk mencari kekayaan diri sendiri dengan cara menjadikan 

sebagian harta wakaf sebagai miliknya sendiri, atau 

mempekerjakan pekerja tanah wakaf untuk kepentingan 

pribadinya.
20

 

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa penerima harta wakaf  bukan 

merupakan pemilik harta wakaf, tetapi pengelola yang hanya dapat 

mengambil manfaat dari hasil harta wakaf untuk kepentingan sendiri atau 

kepentingan sosial.  

 

B.  Rukun dan Syarat Wakaf 

1. Rukun Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun  dan syaratnya, 

Rukun wakaf itu ada 4 (empat) yaitu : 

a. Wakif (orang yang mewakafkan) 

b. Mauquf (harta wakaf) 

c. Mauquf alaih (tujuan wakaf/orang yang diserahi tugas mengurus harta 

wakaf) 

d. Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak mewakafkan 

hartanya), segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad 

untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang 

diinginkannya.
21

 

                                                             
20

 Enizar, Hadis Hukum Keluarga, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), h. 171-173 
21

 Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam, (Jakarta: 

Kencana Pernada Media Group, 2012), h. 359. 
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Menurut Pasal 6 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf 

dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 

a. Wakif 

b. Nadzir 

c. Harta benda wakaf 

d. Ikrar wakaf 

e. Peruntukan harta wakaf 

f. Jangka waktu wakaf
22

 

 

2. Syarat Wakaf 

Menurut Rachmadi Usman yang dijelaskan didalam bukunya 

syarat wakaf  adalah sebagai berikut: 

a. Subjek wakaf (wakif) diisyratkan orang yang berhak berbuat kebaikan, 

walau bukan Islam, dengann kehendak sendiri tidak ada paksaan, 

dengan kata lain wakif harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan 

melalau tabarru melepaskan hak milik tanpa imabngan materiil. 

b. Objek wakaf (maukuf) harta wakaf diisyaratkan merupakan harta yang 

mempunyai nilai, milik wakif dan dapat tahan lama dalam 

penggunaannya, kemudian yang terpenting harta tersebut bukan harta 

yang haram atau najis, harta yang menjadi larangan Allah karna bisa 

menimbulkan fitnah. 

c. Penerima wakaf  (maukuf alaih) adalah orang yang ahli memiliki 

seperti syarat bagi orang yang berwakaf, tujuan wakaf itu harus jelas, 

hendaklah disebutkan dengan terang  kepada siapa diwakafkan. 

d. Syarat terakhir, adanya serah terima (yaitu ijab dan qabul), yang 

dilakukan oleh wakif dan nadzir. Pernyataan mewakafkan sesuatu 

dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi 

pengertian wakaf.
23

 

Menurut Suhairi yang dijelaskan didalam bukunya syarat wakaf  

adalah sebagai berikut: 

a. Wakif (pemberi wakaf)  

Wakif hendaknya merupakan seorang mukallah atau telah akil baligh, 

wakif adalah seorang yang merdeka, wakif bukan seorang yang mahjur 

                                                             
22 Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 6, h.32. 
23

 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),  

h. 60-61. 
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alaih, wakif bukan seorang yang mahjur alaih (dicekal transaksinya) 

disebabkan kebodohan dan kebangkrutan. 

b. Mauquf (harta yang diwakafkan) 

1) Hendaknya mauquf  berupa harta, karena disepakati oleh para 

ulama bahwa tidak sah seseorang mewakafkan selain harta. 

2) Hendaknya mauquf adalah sesuatu yang dikenal (ma’lum). Syarat 

ini disepakati oleh para fuqaha, dan oleh karenanya tidak sah 

mewakafkan sesuatu yang tidak diketahui (majhul) atau tidak 

dikenal (mubham), seperti seseorang yang mewakafkan sebagian 

tanahnya tanpa menyebut tanah yang mana. 

3) Hendaknya mauquf adalah harta yang dimiliki oleh wakif, karna 

wakaf adalah pemindahan kepemilikan, maka ia tidak akan 

terlaksana jika tidak dimiliki oleh wakif. 

4) Harus diterimakan (al-qabd). Syarat ini dikemukakan oleh 

Malikiyah,   Muhammad bin al-Hasan, Ahmad dalam suatu riwayat 

Imamiyah. 

c. Maukuf alaih (penerima atau sasaran wakaf) 

1) Maukuf alaih bukan merupakan perkara maksiat, syarat tersebut 

disepakati oleh seluruh fuqaha dikarenakan wakaf merupakan 

bentuk qurbah (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. 

2) Mauquf alih hendaknya layak untuk menerima kepemilikan harta 

3) Mauquf alaih hendaknya merupakan sasaran abadi yang tidak 

mungkin terputus keberadaannya. 

4) Mauquf alaih hendaknya merupakan sasaran yang jelas (ma’lum) 

5) Mauquf alaih hendaknya bukan merupakan diri pribadi wakif 

sendiri 

d. Sighat tidak diikuti dengan hal-hal yang menafikan tujuan wakaf 

seperti syarat adanya khiyar (pilihan) bagi wakif untuk manarik 

kembali wakafnya.
24

 

 

Menurut Abd. Shomad yang dijelaskan didalam bukunya syarat 

wakaf  adalah sebagai berikut: 

a. Wakif disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya, 

dengan membelanjakan hartanya, dengan memenuhi kriteria: merdek, 

berakal,  sehat atau sempurna.  

b. Maukuf, benda harus bernilai/berguna, benda tetap atau bergerak yang 

dibenarkan untuk diwakafkan.  

c. Maukuf Alaih harus dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar 

wakaf, kepada siapa dan apa tujuan wakaf. Pada pasal 22 dan 23 

ditentukan peruntukan wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan 

fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: 

1) Sarana dan kegiatan ibadah; 

2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 

3) Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; 
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4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau 

5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 

d. Sighat atau ikrar ialah pernyataan kehendak dari wakif untuk 

mewakafkan tanah miliknya (pasal 1 angka 3), pihak yang 

mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan 

tegas kepada nadzir dihadapan PPAIW yang kemudian 

menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan 

sekurang-kurangnya 2 orang saksi (pasal 5 ayat 1).
25

  

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa syarat wakaf  yaitu wakif 

harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan melalau tabarru 

melepaskan hak milik tanpa imabngan materiil, seorang yang merdeka, 

dan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Maukuf merupakan 

harta yang memilik nilai dan tahan lama dalam jangka waktu 

penggunaanya, benda harus bernilai/berguna, benda tetap atau bergerak 

yang dibenarkan untuk diwakafkan. Maukuf Alaih hendaknya merupakan 

sasaran yang jelas (ma’lum), dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar 

wakaf, kepada siapa dan apa tujuan wakaf. Sighat serah terima (yaitu ijab 

dan qabul), yang dilakukan oleh wakif dan nadzir, tidak diikuti dengan hal-

hal yang menafikan tujuan wakaf seperti syarat adanya khiyar (pilihan) 

bagi wakif untuk manarik kembali wakafnya. 

 

C. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf 

1. Perubahan dan Pengalihan Harta Benda Wakaf  

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (1) perubahan status 

harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali izin tertulis 

dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI ayat (2) izin tertulis dari 

                                                             
25

 Abd Shomad, Hukum Islam., h. 359-364. 



 

 

20 

menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

3. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan 

ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangangan dengan 

prinsip syariah 

4. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar 

wakaf; atau  

5. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 

mendesak  

Ayat (3) selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: 

1. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti 

kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

2. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang 

dengan harta benda wakaf  

Ayat (4) nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi 

tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: 

3. Pemerintah kabupaten/kota; 

4. Kantor pertanahan kabupaten/kota; 

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota; 
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6. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; 

7. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.26 

Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah 

diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana 

umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah  (Pasal 41) 

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Badan Wakaf 

Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena 

ketentuan  pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat 

dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf 

semula.
27

 

Dalam pandangan fiqih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian 

membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian Ulama 

Syafi’iyyah (Ulama Bermadzhab Syafi’i) dan Malikiyyah (Ulama 

Bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak  

berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar, atau diganti dan dipindahkan. 

Karna dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun 

benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.
28

  

Namun di lain pihak, benda wakaf yang sudah atau kurang 

berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang 

dimaksud siwakaf, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu 

Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti 
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atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan 

alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan 

maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang 

lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.
29

 

Berdasarkan penjelasan di atas dalam UU Wakaf pada Pasal 40 

bahwa harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, 

dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan 

lainnya dikecualikan apabila harta wakaf digunakan untuk kepentingan 

umun dan berdasarkan peraturan undang-undang serta mendapat izin dari 

BWI (Badan Wakaf Indonesia). 

 

2. Ketentuan dalam Pengalihan Harta Benda Wakaf 

Mengacu pada ketentuan yang tertera dalam pasal 41 ayat (1) UU 

No 41 Tahun 2004, sudah jelas bahwa masalah wakaf atas benda tidak 

bergerak maupun benda bergerak tidak dimungkinkan untuk dilakukan 

perubahan atasnya, kecuali harta benda wakaf tersebut dilakukan 

penukaran yang minimal setara dengan nilai wakaf yang akan ditukar 

tersebut.
30

 

Sementara itu, wakaf sebagai sebuah lembaga keagamaan yang 

mengelola harta benda umat Islam, dalam pelaksanaanya wajib dilindungi 

oleh hukum dalam bentuk saksi bagi orang yang tidak amanah mengelola 
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harta benda wakaf tersebut. Dalam Pasal 67 UU No 41 Tahun 2004  

dinyatakan bahwa: 

a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, 

menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak 

lainnya harta benda wakah yang telah diwakafkan sebagaimana 

dimasud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

b. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda 

wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak  Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

c. Setiap orang yang denga sengaja menggunakan atau mengambil 

fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf  

melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah).
31

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa harta benda wakaf tidak 

dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, kecuali benda wakaf tersebut 

dilakukan penukaran yang setara dengan nilai wakaf  yang sebelumnya, 
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karna terdapat hukuman dan denda bagi orang yang tidak amanah dalam 

mengelola harta benda wakaf tersebut. 

 

3. Kaidah Fiqh tentang Adh Dharurah Tubih al-Mahzhurah 

Al-Dlarurah diambil dari akar kata, الإضطرار yang artinya, 

“kebutuhan mendesak”. Al-Dlarurah secara istilah bisa diartikan, 

“Halangan yang menyebabkan seseorang boleh melakukan sesuatu yang 

dilarang” sedangkan al-mahdzurat merupakan bentuk jama’ dari mufrad, 

 yang artinya, “haram dilakukan”. Dengan demikian, maksud qa’dah محظور

ini adalah, “sesuatu yang pada dasarnya diharamkan oleh syar’i, bisa 

menjadi halal ketika keadaan terdesak.
32

  

Kaidah ini pada dasarnya merupakan kaidah cabang dari kaidah 

adh-dharar yuzal. Lengkapnya kaidah ini berbunyi: 

 عَن ْهَا نُ قْصَانِِاَ عَدَمِ  بِسَرْطِ  الْمَحْظُوْراَتِ  تبُِيْحُ  الضَّرُوْراَتُ 
Artinya: Kemudaratan membolehkan hal-hal yang dilarang, dengan 

syarat tingkat kemudaratan tidak lebih rendah dari yang 

dilarang. 

 

Berdasarkan kaidah ini, antara lain, boleh memakan bangkai ketika 

terpaksa karena kelaparan, melancarkan tenggorokan orang yang tercekik 

dengan minum khamar, dan mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa. 

Demikian juga merusakan harta benda, mengambil harta orang yang 

enggan membayar utang tanpa izinnya, menolak serangan (terkaman) 

lawan, meskipun menyebabkan matinya penyerang, dan boleh 
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menggunakan yang haram jika tidak ditemukan yang halal untuk 

memenuhi kebutuhan. Demikian juga, boleh menebang pohon dan 

merusak bangunan orang kafir untuk keperluan perang. Demikian juga 

menggali kubur mayat setelah menguburkannya dengan alasan darurat, 

yaitu karena dikuburkan sebelum dimandikan, atau karena tidak mengarah 

ke kiblat, atau dikuburkan di tanah rampasan atau kain kafannya berasal 

dari rampasan.
33

 

 

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait dengan Wakaf 

Ketentuan Hukum: 

a. Penukaran benda wakaf (istibdal al-waqf) diperbolehkan sepanjang 

untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan 

keberlangsungan manfaat wakaf (istimrar baqai al-manfa’ah) dan 

dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. 

b. Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf 

benda boleh diubah menjadi wakaf uang dengan syarat: 

1) Manfaatnya lebih besar 

2) Keadaan memaksa untuk itu  

3) Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan: 

a) Adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif; 

b) Hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta 

benda lain sebagai wakaf pengganti. 
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c) Kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan 

dengan benda wakaf sebelumnya. 

4) Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemaslahatannya 

lebih dominan. 

5) Pelaksanaan ketentuan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 di 

atas harus seizin Menteri sebagaimana ketentuan perundang-

undangan dan pertimbangan MUI. 

6) Nazhir harus mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

nazhir. Ia juga wajib menguasai norma-norma investasi. Selama 

nazhir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya 

tidak menjadi tanggung jawabnya.
34
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di 

lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi 

untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.
1
 

Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara 

khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga peneliti 

dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah 

dilakukan dan mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian. 

Uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa, penelitian ini 

mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis bagaimana 

perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 

2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan 

Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
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oleh subjek, penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain-lain.
2
 

Deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu bentuk data yang 

digunakan berbentuk wawancara dan dokumentasi.  

 

B. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber 

data primer dan sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data dasar yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang pertama.
3
 Jadi yang 

menjadi sumber pokok disini adalah data yang didapat dari lapangan 

dengan cara mewawancarai (Interview) maka sumber data primer yang 

peneliti peroleh dari sumber pertama yaitu, Kepala KUA, Bidang Wakaf 

KUA, Penyuluh Agama, Nadzir dan Tokoh Agama yang berada dilokasi 

penelitian. 

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-

sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, 
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kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi 

dari berbagai instansi pemerintah.
4
 

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-

buku yang membahas tentang wakaf, dan data-data berupa surat-surat 

tentang wakaf dari Kantor Urusan Agama. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan realibel, maka ada beberapa 

metode pengumpulan data yang peneliti pergunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Interview  

Metode interview adalah metode suatu cara  pengambilan data 

secara langsung melalui wawancara terhadap objek penelitian. 

“Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan 

oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan di dalam setting 

alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama di dalam 

proses memahami.
5
 

Jenis wawancara terdiri dari; 

a. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin) 

b. Wawancara terpimpin 

c. Wawancara bebas terpimpin.
6
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Sedangkan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas memiliki ciri terdiri dari 

pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat 

pada satu pokok tertentu. Sedangkan wawancara bebas memiliki ciri yaitu 

“tidak memiliki pusat , tetapi pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok 

ke pokok yang lain, sedangkan data yang terkumpul dari suatu wawancara 

bersifat beraneka ragam.
7

 Metode interview yang digunakan dalam 

peneliti ini dilakukan di kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkunagn 6 

dengan bapak Kepala KUA Bapak Yunizar, Bidang Wakaf KUA Bapak 

Holida, Penyuluh Agama Bapak Iswoyo, Nadzir Bapak Suprapto, dan 

Tokoh Agama Bapak Saribun, yang berada di lokasi penelitian. 

 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan 

data yang tersimpan di dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, 

cendera mata, laporan, artefak, dan foto.
8
 Sumber yang dijadikan alasan 

dari metode dokumentasi ini adalah berupa data-data pengelolaan wakaf  

di KUA Trimurjo. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Upaya yang dilakukan 
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1973), h. 139 
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dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.
9
 

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti 

mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan  analisis 

kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang perubahan 

peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan 

Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah. 

Berfikir Induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau 

peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang 

mempunyai sifat umum.
10

 

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti 

menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian 

data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian  

Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah, secara fisik dibuka pada tanggal 25 April 1935M/22 Muharam 1354 

H,  oleh para penduduk perintis yang berasal dari Pulau Jawa khususnya Jawa 

Tengah dan Jawa Timur, yang keadaannya masih dalam keadaan hutan 

belantara.
1
  

Karena kurangnya bekal bahan pangan, kedatangan penduduk perintis 

Kelurahan Simbarwaringin tidak langsung ketempat tujuan, melainkan 

singgah dahulu di daerah yang sudah jadi, untuk mencari bekal bahan pangan 

dengan cara derep ( potong padi bagi hasil ) di daerah pringsewu Lampung 

Selatan dan setelah mendapatkan bekal beberapa waktu kemudian 

berangkatlah ketempat tujuan yaitu Simbarwaringin.
2
  

Kehidupan para penduduk perintis pada waktu itu keadaannya sangat 

banyak melalui liku-liku, rintangan dan berbagai wabah penyakit sehingga 

banyak yang meninggal dunia, namun bagi yang masih hidup tetap tabah 

dalam mencapai tujuan membentuk suatu wilayah desa untuk diwariskan 

kepada anak cucunya sebagai generasi penerus , sebagai tempat tinggalnya di 

masa-masa mendatang.
3
 

                                                             
1
 Profil Kelurahan Simbarwaringin, h. 2 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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Nama Simbarwaringin di ambil dari nama pohon beringin yang sangat 

besar yang akar simbarnya mampu dijadikan sebagai jembatan  (Powotan) 

jalan para penduduk perintis, sehingga nama pohon tersebut dijadikan nama 

Desa yaitu Simbarwaringin yang letaknya sekarang di sekitar Kantor KUA 

Kecamatan Trimurjo yang pembagian wilayahnya dibagi menjadi 3 (tiga) 

pendukuhan antara lain: 

1. Pendukuhan Simbarwaringin bedeng IIA 

2. Pendukuhan Poncowati bedeng IIB 

3. Pendukuhan Simbarejo bedeng IIC 

Dengan luas wilayahnya 489,65 Ha dan jumlah penduduk pada waktu 

itu yaitu 187 KK, jumlah jiwa 756 orang pria dan wanita. Sedangkan 

perkembangan penduduk sampai dengan saat ini jumlah KK 1.387 dengan 

jumlah jiwa 5.605 orang laki-laki dan perempuan.
4
 

Pemerintahan pada waktu itu masih dibawah Pemerintahan jajahan 

kolonial Belanda dan Jepang yang perilakunya sangat kejam, kemudian 

tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia dinyatakan 

Merdeka, maka pemerintahan Desa Simbarwaringin langsung dibawah 

Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5
 

Kelurahan Simbarwaringin berstatus Pemerintahan semula berstatus 

Pemerintahan Desa kemudian dengan diangkatnya para pamong Desa menjadi 

Pegawai Negeri sipil tepatnya pada tanggal 01 Januari 1981, maka 

                                                             
4
 Ibid. 

5
 Ibid.  
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Pemerintahannya pun langsung beralih menjadi wilayah administratib yaitu 

dari Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kelurahan.
6
  

Kelurahan Simbarwaringin telah melalui beberapa periode 

Kepemimpinan Pemerintahan pergantian Kepala Desa dan Kepala Kelurahan 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data Kepala Desa Kelurahan Simbarwaringin dari Beberapa Periode  

No Nama Masa Bakti Keterangan 

1 Kasan Usman 1935 – 1938 Kepala Desa 

2 Sariman 1938 – 1941 Kepala Desa 

3 Dulah Umar 1941 – 1944 Kepala Desa 

4 Yoso Mejo 1944 – 1946 Kepala Desa 

5 A. Atmo Rejo 1946 – 1968 Kepala Desa 

6 Sunaryo. YS 1968 – 1972 Kepala Desa 

7 Sadi 1972 – 1975 Kepala Desa 

8 Kaslan 1975 – 1978 Kepala Desa 

9 M. Mahfud 1978 – 1981 Kepala Desa 

10 Sariyono, BA 1981 – 1989 Lurah 

11 Amriyah 1989 – 1990 PLH. Lurah  

12 Rafi Udin, BA 1990 – 1992 Lurah 

13 Agus Suparno 1992 – 1993 PLH. Lurah 

14 Asrori, BA 1993 – 1999 Lurah 

15 Sudewo, SmHk. 1999 – 2004 Lurah 

16 Suprapto, SE 2004 -  2010 Lurah 

17 Adi Rakhman, SE 2011 - 2014 Lurah 

18 Isti Saronto, S.Sos. MM 2014 - 2016 Lurah 

19 Heri Wibowo 2016  s/d sekarang Lurah 

  Sumber: Data dari Kelurahan Simbarwaringin  

Berdasarkan data di atas dari nama kepala desa atau lurah Bapak 

Sriyono, BA orang yang membantu proses pembuatan AIW di Kelurahan 

Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.    

                                                             
6
 Ibid. 
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Masing-masing Kepala Desa dan Lurah selama melaksanakan tugas 

dan fungsinya bersama-sama masyarakat dan Lembaga yang ada telah 

berupaya untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang baik fisik 

maupun nonfisik sesuai dengan apa yang direncanakan.
7

 Tatanan 

pembangunan di wilayah Simbarwaringin:  

1. Posisi geografis wilayah Simbarwaringin yang mempunyai batasan-

batasan sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Purwodadi  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Adipuro 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Tempuran 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Trimurjo
8
 

2. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

Jumlah penduduk di desa Simbarwaringin dari 5605 jiwa hampir 

keseluruhan bermata pencaharian bertani, berwiraswasta dan pedagang, 

untuk pegawai negeri berkisar lebih dari 100 orang dan yang lainnya 

masih menjadi pegawai honorer. 

3. Jumlah penduduk menurut agama yang ada di wilayah Simbarwaringin 

seperti di dalam tabel dibawah ini: 

  

                                                             
7
 Ibid.  

8
 Ibid., h. 3 
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Tabel 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama  

No Agama Jumlah 

1 Islam  4.613 jiwa 

2 Hindhu 15 jiwa 

3 Khatolik 86 jiwa 

4 Kristen  5 jiwa 

5 Budha - 

Total 4.769 jiwa 

          Sumber: Data dari Kelurahan Simbarwaringin  

 

4. Jumlah kepala keluarga (KK) adalah 1.387 KK 

Berdasarkan data yang diperoleh di kelurahan Simbarwaringin 

terdapat 1.387 KK dimana masing-masing KK memiliki keyakinan 

terhadap agamanya, terdapat 4 agama yang dianut oleh masyarakat 

Simbarwaringin yaitu Islam, Hindu, Khatolik, dan Kristen. Mayoritas 

penduduk di daerah tersebut beragama Islam. Dari sekian banyak jumlah 

KK yang mayoritas beragama Islam, seharusnya pihak KUA setempat 

yang lebih memahami tentang wakaf memberikan sosialisasi tentang 

proses perubahan peruntukan tanah wakaf, sehingga masyarakat dapat 

meminimalisir terjadinya hal tersebut. 

5. Jumlah masjid dan mushola yang ada di Kelurahan Simbawaringi 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah  

Tabel 3 

Jumlah Masjid dan Mushola di Kelurahan Simbarwaringin 

No Nama Masjid Nama Mushola 

1 Umul Quro Raudatul Solihin 

2 Al – Ihklas Al – Mukminin 

3 Baiturohim Al – Hidayah 

4 Darusalam Miftahul Hidayah 

5 Baiturohman Al-Hikmah 
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Berdasarkan dari data tanah wakaf masjid dan mushola di atas 

peneliti melakukan penelitian perubahan peruntukan tanah wakaf masjid 

Baiturohim yang ada di Kelurahan Simbarwaringin 11D Kecamatan 

Trimurjo.  

 

B. Faktor Penyebab Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dalam Perspektif 

UU No. 41 Tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah  

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah umat  Islam  yang 

amalannya terhitung sebagai amal jariyah yang dimana wakif mewakafkan 

sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat banyak contohnya seperti 

tempat peribadatan yang berupa  masjid atau mushala.   

Seperti yang terjadi di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdapat tanah wakaf yang  

dirubah peruntukannya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suprapto 

yang sudah menjadi nadzir masjid Baiturahim  kurang lebih 15 tahun. 

Menurut keterangan nadzir, sebelumnya masyarakat Simbarwaringin 11D 

belum mempunyai tempat ibadah masyarakat disana melakukan ibadah 

menggunakan  mushola bapak kaum desa setempat. Setelah melihat semakin 

banyaknya jamaah masjid maka masyarakat bermusyawarah dalam hal 

pembangunan masjid atau tempat ibadah dengan cara iuran, dan uang hasil 

iuran  tersebut masyarakat membeli tanah bapak Ahmad Subari dengan luas 

tanah 250m
2 

(masjid yang lama). Setelah masyarakat membeli tanah wakaf 



 

 

38 

tersebut lalu masyarakat mendirikan sebuah masjid yang letaknya dipinggir 

sungai mereka membangun masjid dengan cara gotong royong.
9
 

Menurut keterangan nadzir atau pengurus wakaf masjid Baiturahim 

yang melatar belakangi dilakukannya perubahan peruntukan masjid karena 

daya tampung masjid yang kurang memadai dan letak masjid tidak stretegis. 

Masyarakat mulai khawatir jika bangunan masjid runtuh karena terkena erosi 

dari air sungai, kemudian masjid dipindahkan ke tanah wakaf yang baru dan 

bangunan masjid yang lama digunakan sebagai TPA. Untuk proses perizinan 

perubahan peruntukan belum dilakukan tetapi rencananya akan segera 

diurus.
10

 

Menurut keterangan tokoh agama bapak Saribun  masjid dipindahkan 

ke tanah wakaf yang baru dengan luas tanah kurang lebih 250m
2
, masjid yang 

lama dan yang baru masing-masing sudah mempunyai AIW. Masjid yang 

lama tetap dioperasikan dari pada bangunan masjid tidak terpakai maka 

digunakan untuk TPA. Mengenai perubahan perizinan sudah ada rencana, tapi 

rencana tersebut belum terealisasi.
11

 

Menurut keterangan dari kepala KUA dan Bidang Wakaf bahwa di 

Kelurahan Simbarwaringin 11D lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Lampung 

Tengah bahwa tanah wakaf sudah memiliki AIW namun untuk perubahan 

peruntukan tanah wakaf belum didaftarkan di KUA.
12

 Adapun persyaratan 

                                                             
9
 Wawancara dengan Bapak Suprapto selaku Nadzir di Kelurahan  Simbarwaringin 11D 

Lingkungan 6, Simbarwaringin 18 Juli 2018 
10

 Ibid.  
11

 Wawancara dengan Bapak Saribun selaku Tokoh Agama diKelurahan Simbarwaringin 

11D Lingkungan 6, Smbawaringin 5 Agustus 2018 
12

 Wawancara dengan Bapak Yunizar selaku Kepala KUA di Kelurahan  Simbarwaringin 

11D Lingkungan 6, 13 Juni 2018 
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untuk mengajukan perubahan peruntukan harta benda wakaf antara lain; 

fotocopy AIW/APAIW (legalisir camat atau notaris), fotokopi sertifikat wakaf 

(legalisir camat atau notaris), Fotokopi surat pengesahan nadzir (legalisir 

KUA), Surat permohonan perubahan peruntukan ditanda tangani oleh nadzir, 

surat pengantar/permohonan dari kepala KUA kecamatan perihal permohonan 

perubahan peruntukan harta benda wakaf ketua BWI (dokumen asli), 

Rekomendasi BWI perwakilan kabupaten/kota setempat. Begitu juga proses 

administrasi dalam melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf sebagai 

berikut; Nazhir mengajukan permohonan perubahan peruntukan kepada Badan 

Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan 

menjelaskan alasan perubahan peruntukan terhadap harta benda wakaf, kepala 

KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada ketua badan wakaf 

indonesia, badan wakaf indonesia setelah menerima permohonan tersebut 

mengkaji dan meminta rekomendasi dan perwakilan BWI setempat, BWI 

dapat melaksanakan peninjauan lapangan langsung.
13

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tanah wakaf yang telah 

dipindahkan peruntukanya yang semula masjid sekarang digunakan menjadi 

TPA, karena masjid yang sebelumnya kurang memadai untuk menampung 

jamaah yang lebih banyak dan letak masjid yang berada di pinggir sungai 

maka dipindahkan ketanah wakaf yang baru dan masjid yang lama digunakan 

untuk TPA kedua tanah wakaf tersebut masing-masing sudah memiliki AIW, 

namun untuk perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut belum didaftarkan. 

                                                             
13

 Wawancara dengan Bapak Holida selaku Bidang Wakaf  KUA di Kelurahan  

Simbarwaringin 11D Lingkungan 6, 13 Juni 2018 
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C. Analisis terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dalam 

Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D 

Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah  

Hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti terkait perubahan 

peruntukan tanah wakaf di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah maka dapat dianalisis 

sebagai berikut. 

Tanah wakaf di Kelurahan Simbarwaringin 11D  berupa masjid yang 

telah dipindahkan dan telah mengalami perubahan atas keperuntukannya, yang 

sebelumnya sudah tidak dapat menampung jamaah yang semakin banyak 

dengan kondisi masjid yang dikhawatirkan akan rubuh sewaktu-waktu karena 

letaknya berada di tepi sungai. Maka dengan itu nadzir dan masyarakat 

bermusyawarah bersama untuk memindahkan masjid ke tanah wakaf baru dan 

masjid lama digunakan untuk TPA.  

Dijelaskan dalam kaidah fiqh yang membahas tentang adh dharurah 

tubih al-mahzhurah bahwa sesuatu yang pada dasarnya diharamkan oleh 

syar’i, bisa menjadi halal ketika keadaan terdesak.
14

 Berdasarkan kaidah ini, 

antara lain, boleh memakan bangkai ketika terpaksa karena kelaparan, 

melancarkan tenggorokan orang yang tercekik dengan minum khamar, dan 

mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa.
15

 

 

                                                             
14

 Ahmad Sudirman Abbas, Qawa’id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih, (Jakarta: Radar 

Jaya Offset, 2004), h. 109 
15

 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 333 
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Seperti yang terjadi di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, karena keadaan yang 

darurat warga masyarakat memindahkan masjid yang kondisinya sudah rawan 

terkena longsor akibat erosi air sungai yang ditakutkan akan membahayakan 

orang-orang yang melakukan ibadah. 

Ketentuan hukum fatwa MUI menjelaskan bahwa Penukaran benda 

wakaf (istibdal al-waqf) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan 

kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf 

(istimrar baqai al-manfa’ah) dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai 

nilai sepadan atau lebih baik.
16

 

Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan 

perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam UU Wakaf pada Pasal 40 

menentukan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk 

dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau, 

dialihkan dalam pengalihan bentuk lainnya.
17

 

Namun dikecualikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan 

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang 

(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan tidak bertentangan dengan syariah  (Pasal 41) hanya dapat dilakukan 

setelah memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf 

yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar 

                                                             
16

 Ma’ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: Erlangga, 1975), h. 886 
17

 Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40, h. 44. 
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dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama 

dengan harta benda wakaf semula.
18

 

Akan tetapi pada kenyataan di lapangan tanah wakaf yang terletak di 

Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf 

masjid yang di jadikan TPA, namun belum didaftarkan perubahan 

peruntukannya sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, wakaf sebagai 

sebuah lembaga keagamaan yang mengelola harta benda umat Islam, dalam 

pelaksanaannya wajib dilindungi oleh hukum dalam bentuk sanksi bagi orang 

yang tidak amanah mengelola harta benda wakaf tersebut. Dalam Pasal 67 UU 

No 41 Tahun 2004  dinyatakan bahwa: 

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, 

mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta 

benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda 

wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana  dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak  Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas 

atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi 

                                                             
18

 Abd Shomad, Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), h. 386 
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jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun  dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
19

 

Berdasarkan penjelasan di atas tanah wakaf yang berupa masjid yang 

telah mengalami perubahan atas keperuntukannya, yang semula masjid dan 

sekarang digunakan sebagai TPA. Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan 

tidak dapat dilakukan perubahan kecuali, benda wakaf tersebut digunakan 

untuk kepentingan umum dan sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku dan memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia. Apabila benda 

wakaf yang dilakukan perubahan tidak mengikuti aturan yang ada maka akan 

dikenakan sanksi bagi orang yang melakukannya. 

 

 

  

                                                             
19

 Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 67, h. 55. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang 

dikemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan peruntukan tanah 

wakaf dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 yang terjadi di Kelurahan 

Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung 

Tengah. Pada dasarnya benda yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan 

pemindahan peruntukan atas benda wakaf tersebut. Namun UU No 41 Tahun 

2004 Pasal 41 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah 

diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana 

Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, serta memperoleh izin dari 

Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut dan melihat keadaan 

yang terjadi di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 mengharuskan 

masjid untuk dipindahkan  terlebih dahulu karena tanah tersebut sudah rawan 

longsor yang disebabkan oleh erosi air sungai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis dapat 

memberikan saran diantaranya: 

1. Kepada pengurus masjid/Nadzir seharusnya segera mendaftarkan 

perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan 
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Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten 

Lampung Tengah sehingga wakaf dapat berjalan sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. 

2. Kepada pihak KUA sebagai pihak terkait yang lebih memahami mengenai 

prosedur perubahan peruntukan tanah wakaf, diharapkan dapat berperan 

lebih aktif dalam mensosialisasikan sesuatu yang berkaitan dengan 

perwakafan terutama pada masyarakat yang masih awam.  

3. Masyarakat dan pihak KUA sama-sama mengawasi pelaksanaan wakaf 

tersebut, agar dapat mencegah pelaksanaan wakaf yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Terkait tanah wakaf yang sudah darurat keadaannya dan membahayakan 

orang-orang yang melakukan ibadah akan lebih baik tanah wakaf tersebut 

di jual dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memperlebar 

tanah wakaf yang baru. 
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